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Abstract: Selling unofficial merchandise or what can be called fake versions of K-pop
goods is a serious violation because it constitutes theft of someone's copyright and
intellectual property. This violation is classified as a copyright violation because it
arbitrarily uses the design to create similar products in order to make a profit. Therefore,
this legal research examines the legal protection of creators related to unofficial Kpop
merchandise. This research aims at normative legal research using analytical perspective
research and legal ambiguity research. The results of this research are: First, regarding
the phenomenon of fake merchandise, this can be said to violate copyright by examining
several aspects. First, counterfeit merchandise infringes the creator's exclusive rights.
Second, the object of copyright law is the expression of an idea that has been realized.
Third, the existence of counterfeit merchandise violates the moral rights of the creator.
Fourth, counterfeit merchandise can violate copyright if it injures the economic rights of
the creator/copyright holder. Fifth, counterfeit merchandise violates copyright if it is
produced, adapted and distributed without permission from the creator/copyright holder.
Second, in reviewing legal protection for copyright violations against creators and their
creations in the sale of counterfeit merchandise, this can be examined through Law
No0.28/2014. First, copyright as the exclusive right of the creator is basically owned by
the copyright holder. Second, in copyright what is protected is an idea that has been
realized into a tangible and tangible object. Third, copyright protection for
creators/copyright holders can be seen in the provision of moral rights and economic
rights. Fourth, the phenomenon of unofficial merchandise can be done with a licensing
agreement or even a lawsuit. Fifth, legal protection efforts for creators/copyright holders
of merchandise can also be carried out by comprehensively regulating legal protection of
trademark rights.
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Abstrak: Penjualan merchandise unofficial atau bisa disebut dengan barang-barang k-
pop versi palsu ini merupakan sebuah pelanggaran serius karena merupakan sebuah
pencurian terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual seseorang. Pelanggaran ini
tergolong sebagai sebuah pelanggaran hak cipta karena dengan sewenang-wenang
menggunakan desain tersebut untuk membuat produk serupa demi menghasilkan
keuntungan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji Perlindungan Hukum
Pencipta Terkait Dengan Unnoficial Merchandise Kpop. Penelitian ini perupakan
penelitian hukum normatif menggunakan sifat penelitian prespektif analitis dan tipe
penelitian kekaburan hukum. Hasil penelitian ini adalah : Pertama, Terhadap fenomena
merchandise palsu, hal tersebut dapat dikatakan melanggar hak cipta dengan menelaah
beberapa sisi. Pertama, merchandise palsu mencederai hak eksklusif pencipta. Kedua,
objek hukum hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide yang telah direalisasikan. Ketiga,
keberadaan merchandise palsu melanggar hak moral yang dimiliki oleh pencipta.
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Keempat, merchandise palsu dapat melanggar hak cipta apabila mencederai hak ekonomi
pencipta/ pemegang hak cipta. Kelima, merchandise palsu melanggar hak cipta apabila
direproduksi, diadaptasi dan didistribusikan tanpa izin dari pencipta/ pemegang hak cipta.
Kedua, Dalam mengkaji perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta terhadap
pencipta dan karya ciptaannya dalam penjualan merchandise palsu hal ini dapat ditelaah
melalui UU No0.28/2014. Pertama, hak cipta sebagai hak ekslusif pencipta pada dasarnya
dimiliki oleh pemegang hak cipta. Kedua, pada hak cipta hal yang dilindungi merupakan
ide yang telah direalisasikan ke dalam benda berwujud dan nyata. Ketiga, perlindungan
hak cipta terhadap pencipta/ pemegang hak cipta terlihat dengan adanya ketentuan hak
moral dan hak ekonomi. Keempat, adanya fenomena unofficial merchandise dapat
dilakukan dengan perjanjian lisensi hingga melakukan gugatan. Kelima, upaya
perlindungan hukum kepada pencipta/ pemegang hak cipta merchandise juga dapat
dilakukan dengan mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hukum
terhadap hak merchandising.

Kata Kunci: Merchandise, Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual.

1. Pendahuluan
Dalam kehidupan seluruh manusia yang ada di dunia ini sangat dibutuhkan sebuah

pengaturan agar segala kehidupan yang menyangkut berbagai aspek dapat berjalan
sebagaimana mestinya serta menjadikan kehidupan menjadi sebuah kehidupan yang
teratur. Keberadaan daripada sebuah pengaturan ini dianggap sebagai sebuah hal utama
untuk menciptakan Kondisi kehidupan yang tentram dan damai serta memberikan
keamanan dan kesamarataan hak kepada seluruh masyarakat.

Komponen pengaturan yang dimaksudkan dalam pembahasan pada paragraf
sebelumnya adalah hukum. Hukum merupakan sebuah pengaturan yang sangat
menunjang terkait adanya ketentraman dan kedamaian di dalam kehidupan umat manusia
yang ada saat ini. Hukum sendiri sebenarnya memiliki pengertian sebagai sebuah sistem
yang memiliki kepentingan paling tinggi didalam pelaksanaan terkait rangkaian
kekuasaan kelembagaan dalam bentuk penyelenggaraan kekuasaan dalam berbagai
bidang seperti ekonomi maupun politik serta cara masyarakat dalam berperilaku di dalam
sebuah kehidupan. Definisi tersebut merupakan definisi secara umum yang menjelaskan

mengenai apa arti dari hukum namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disampaikan
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bahwa hukum adalah aturan/adat yang secara resmi dipercaya sebagai sebuah hal yang
mengikat di mana dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.t

Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang maupun aturan yang mana dapat
digunakan sebagaimana mestinya untuk mengatur berbagai pergaulan serta perilaku yang
ada di dalam kehidupan masyarakat.? Hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk
mengatur serta menjaga ketertiban maupun keadilan yang ada di dalam kehidupan
sehingga kekacauan dapat terkendali ataupun dapat dicegah melalui keberadaan hukum
ini.3

Seperti yang telah dipaparkan bahwasannya hukum menyangkut segala aspek yang
ada di kehidupan baik politik maupun ekonomi serta perilaku yang ada di dalam
kehidupan masyarakat. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara hukum yang mana
telah menggunakan hukum sebagai landasan untuk segala perilaku yang ada di dalam
kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. Walaupun di Indonesia sendiri sudah
menerapkan hukum sebagai sebuah landasan di dalam kehidupan yang ada namun
tampaknya pelanggaran hukum di Indonesia masih kerap kali terjadi. Hal ini terlihat dari
banyaknya kasus hukum yang terjadi di Indonesia.

Pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia bukan hanya pelanggaran hukum secara
nyata yang mana terlihat dan diklasifikasikan sebagai sebuah pelanggaran hukum serta

diberikan hukuman atau pun dianggap sebagai sebuah pelanggaran.* Namun nyatanya

1 Olivia Sabat, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya,” detikEdu, 2021,
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-
penggolongannya.

2 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kab. Bangka Selatan, “Pengertian Hukum:
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kab. Bangka Selatan,” JDIH DPRD Kab. Bangka
Selatan, 2022, https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum.

3 Wida Kurniasih, “Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis,” Gramedia Blog, 2021,
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/.

4 Berita Hari Ini, “Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum? Ini Penjelasan tentang Faktor
Penyebabnya,” Kumparan, 2022, https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengapa-terjadi-pelanggaran-
hukum-ini-penjelasan-tentang-faktor-penyebabnya-1xLIsHt3cyo/full.
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berbagai pelanggaran hukum sebenarnya terjadi di Indonesia namun tidak disadari dan
Hanya dianggap sebagai sebuah hal yang lazim. Hukum yang dimaksudkan disini adalah
hukum yang menyangkut masalah perdata di mana hal ini terkait ataupun memiliki kaitan
dengan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan.

Seperti yang kita ketahui saat ini Korea Selatan menjadi sebuah negara yang sangat
berpengaruh dalam kehidupan masyarakat karena dianggap memiliki dunia hiburan yang
sangat digemari masyarakat dunia terutama para remaja.> Indonesia sebagai negara yang
memiliki cukup banyak remaja juga termasuk kepada negara dengan penggemar k-pop
terbanyak yang ada di seluruh dunia. Hal ini merupakan sebuah hal yang sebenarnya
bersifat positif karena dengan adanya pengaruh Korean pop di Indonesia dapat
meningkatkan berbagai kualitas dari para remaja seperti misalnya tingkat pendidikan, di
mana mereka menjadi rajin belajar untuk mencapai mimpi bertemu dengan idolanya.
Namun nyatanya hal ini justru menimbulkan sebuah permasalahan yang tetap dianggap
lazim di mana sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang melanggar hukum.

Perilaku saat ini yang sangat marak terjadi di Indonesia terkait masalah k-pop dan
dihubungkan dengan pelanggaran hak cipta adalah penjualan merchandise unofficial atau
bisa disebut dengan barang-barang k-pop versi palsu. Seperti yang kita ketahui, para artis
k-pop atau Korean pop nyatanya sering kali mengeluarkan berbagai merchandise maupun
barang-barang yang identik dengan artis tersebut. Seperti misalnya dalam kasus yang
melibatkan boyband BTS yang mengeluarkan hoodie dimana menjadi ciri khas daripada

grup tersebut atau dapat dikatakan sebagai sebuah barang official group yang dikeluarkan

5 CNN Indonesia, “Indonesia Jadi Negara dengan K-Poper Terbesar di Twitter,” CNN Indonesia,
2022, https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220126202028-227-751687/indonesia-jadi-negara-
dengan-k-poper-terbesar-di-twitter/1.
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oleh agensi. Selain itu, ada pula SM Entertainment yang kerap kali mengeluarkan
berbagai merchandise khusus untuk perayaan ulang tahun idolnya.

Sebenarnya sah-sah saja Apabila sebuah produk diperjualbelikan dalam dunia
internasional, namun dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah banyak sekali saat ini
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penjualan atau
memperjualbelikan produk-produk merchandise tersebut dengan kualitas produk palsu
atau menjual barang-barang palsu yang menjiplak desain dari merchandise yang asli.

Pelanggaran ini merupakan sebuah pelanggaran serius karena merupakan sebuah
pencurian terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual seseorang. Pelanggaran ini
tergolong sebagai sebuah pelanggaran hak cipta karena dengan sewenang-wenang
menggunakan desain tersebut untuk membuat produk serupa demi menghasilkan
keuntungan. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar Apakah tidak adanya hukum yang
mengatur mengenai hal tersebut atau sebenarnya hukum saat ini hanya sedang tutup mata
terkait hal tersebut.

Keanehan dalam kasus ini sebenarnya sangat terlihat, di mana masyarakat sebenarnya
tampak tidak memperdulikan hal ini. Dalam konteks ini hal yang tidak diperdulikan
masyarakat adalah masyarakat tidak menganggap bahwa perilaku ini merupakan sebuah
pelanggaran hukum dan menganggap bahwa produk palsu merupakan sebuah hal yang
sah untuk dilakukan. Padahal sejatinya masyarakat harusnya sadar bahwasanya produk
palsu itu merupakan sebuah pelanggaran hak cipta serta pelanggaran HKI yang mana
telah menyangkut pengambilan hasil pemikiran orang lain.

Hal ini terus menimbulkan pertanyaan di mana tetap dianggap sebagai hal yang biasa
dan dampak tidak adanya tindak lanjut terhadap hal tersebut. Padahal sejatinya setiap

produk yang menjadi bagian daripada HKI dan hak cipta terhadap desain tersebut
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memiliki perlindungan hukum. Untuk itu pada penelitian ini penulis sebagai penyaji
skripsi akan mencoba membahas mengenai “Perlindungan Hukum Pencipta Terkait
Dengan Unofficial Merchandise Kpop.”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah penulisan ini sebagai

beikut:

1. Mengapa penjualan merchandise palsu termasuk dalam pelanggaran pencipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta terhadap pencipta

dan karya ciptanya dalam penjualan merchandise palsu?

2. Metode

Jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif merupakan penelitian
dengan mengumpulkan serta menganalisis bahan hukum berkaitan permasalahan
yang ingin dibahas.

Penelitian yang dipakai adalah type penelitian prespektif analisis, yaitu
mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep dan
norma hukum yang berada dalam suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk
menjelaskan kejadian yang ada baik secara alami ataupun buatan manusia. Tipe
penelitian untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini yaitu kekaburan
hukum, dimana tipe penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa

bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Alasan Penjualan Merchandise Palsu Termasuk dalam Pelanggaran Hak Cipta
Berbicara mengenai hak cipta, hal tersebut tentu berkaitan erat dengan hak kekayaan
intelektual. Berdasarkan istilah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan
dari intellectual property right. Pada literatur lain, dikenal juga sebagai intangible
property, creative property dan incorporeal property. Pada sisi yang lain HKI
merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dari negara kepada seseorang,
sekelompok orang atau badan dimana idenya telah diimplementasikan dalam suatu karya

cipta. Titik berat perlindungan HKI sendiri diperuntukan bagi penggunaan ide dan
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gagasan serta informasi yang mengandung nilai komersial atau nilai ekonomi. Tujuan
diadakannya perlindungan hukum terhadap HKI adalah mewujudkan kepastian hukum
dari tindakakan komersial suatu karya. Dari sini diketahui jika keberadaan HKI
merepresentasikan upaya apresiasi terhadap pemikiran/gagasan seseorang yang
diwujudkan melalui perlindungan.

Berkaitan dengan penelitian ini, hak cipta menjadi fokus penelitian
dalam menelaah tindakan pelanggaran yang terjadi pada hak cipta. Dalam sejarahnya, hak
cipta awalnya dikenal dengan istilah copyright yang bertujuan untuk melindungi penerbit
buku di Inggris dari tindakan penggandaan yang dilakukan pihak tertentu. Awal
perlindungan hak cipta hanya diperuntukan kepada penerbit saja. Meskipun demikian,
dalam perkembangannya pada akhirnya hak cipta mengutamakan perlindungan kepada si
pencipta. Perubahan tersebut juga memperlebar bidang perlindungan yang tidak hanya
terpatok pada hukum melainkan ke dalam berbagai bidang seperti drama, musik dan
lainnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No.28/2014). Berdasarkan Pasal
1 angka 1 UU No.28/2014 hak cipta merupakan hak ekslusif yang secara otomatis lahir
dari pencipta atas ciptaannya yang sudah direalisasikan dalam wujud nyata. Pencipta
sendiri menurut Pasal 1 angka 2 UU No.28/2014 merupakan orang atau beberapa orang
yang menghasilkan suatu ciptaan dengan sifat khusus dan pribadi. Ciptaan yang dimaksud
menurut Pasal 1 angka 3 UU No.28/2014 adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni
dan sastra atas inspirasi maupun keahlian yang diaktualisasikan dalam bentuk nyata.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis membahas mengenai salah satu
ciptaan yang disebut dengan merchandise. Merchandise merupakan produk ritel yang
dijual kepada konsumen yang diproduksi untuk kepentingan penjualan serta profit
komersial.

Kehadiran unofficial merchandise pada dasarnya menimbulkan
pertanyaan mengenai legalistasnya dalam kegiatan menciptakan dan menjual
merchandise. Dikatakan demikian sebab pembuatan unofficial merchandise secara tidak
langsung menggunakan ikon, logo, wajah bahkan nama dari merchandise yang dibuat

oleh pencipta/ pemegang hak cipta. Legalitas unofficial merchandise ini pada akhirnya
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dapat dipertanyakan karena berkaitan dengan tindakan pembuatan merchandise palsu
yang dijual tidak resmi serta dengan harga yang lebih murah.

Menurut KBBI, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang
berarti bertubrukan, serang-menyerang dan bertentangan. Adapun kata melanggar berarti
menyalahi dan dapat dihukum karena melewati batasan-batasan secara tidak sah. Pada
konteks hak cipta, pelanggaran dimaknai sebagai tindakan yang berupaya melanggar hak
eksklusif pencipta/ pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta yang disengaja dan tanpa
hak pemberitahuan dan izin serta sengaja menampilkan dan menjual kepada publik
barang hasil pelanggaran hak cipta. Berdasarkan definisi sebelumnya pelanggaran hak
cipta dapat dikatakan sebagai upaya mengambil manfaat/ keuntungan atas ide pencipta
yang dilakukan tanpa sepengetahuan/ izin pencipta.

Terhadap fenomena merchandise palsu, hal tersebut dapat dikatakan
melanggar hak cipta dengan menelaah beberapa sisi. Pertama, merchandise palsu
mencederai hak eksklusif pencipta/ pemegang hak cipta. Hak eksklusif adalah hak untuk
menggunakan, memperbanyak maupun menjual suatu karya ciptaan melalui kegiatan
komersial dengan tujuan mendapat keuntungan. Hak ini mengandung unsur deklaratif
(fisrt to use).

Kedua, objek hukum hak cipta menurut Taylor dalam Djumana adalah
ekspresi dari sebuah ide yang telah direalisasikan. Pernyataan ini bermakna jika esensi
perlindungan hak cipta adalah bentuk nyata dari suatu ide. Merchandise palsu pada
dasarnya dapat dikategorikan sebagai counterfeits. Dikatakan demikian sebab produk
counterfeits merupakan pemalsuan produk yang dibuat mirip dengan produk aslinya
dimana menurut Lai dan Zaickowsky menjadi salah satu kategori dalam pelanggaran
HKI.

Ketiga, keberadaan merchandise palsu melanggar hak moral yang
dimiliki. Secara sederhana, Rigamonti dalam Hawind an Riswandi menyebutkan jika hak
moral pada suatu hak cipta terdiri dari hak atribusi dan hak integritas. Hak atribusi
merupakan mencantumkan nama pencipta dalam karya ciptaannya sementara hak
integritas adalah hak agar ciptaannya terjaga. Pengaturan secara komprehensif mengenai
hak moral terdapat dalam Pasal 5 UU No.28/2014. Pada Pasal a quo diatur mengenai

bentuk hak moral mulai dari pencantuman nama hingga cara memertahankan hak moral.
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Keempat, merchandise palsu dapat melanggar hak cipta apabila
mencederai hak ekonomi pencipta/ pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak
pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas karya ciptaan tersebut. Berdasarkan
Pasal 8 UU No.28/2014 disebutkan bahwa “hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang
dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptaannya.”
Pencatutan hak ekonomi dalam hak cipta dilakukan dengan pertimbangan adanya
kekhawatiran suatu hak cipta dipakai oleh pihak lain di ranah perindustrian dan
perdagangan sehingga pihak lain yang pada dasarnya bukan yang menciptakan/
pemegang hak cipta itu memperoleh keuntungan.

Kelima, merchandise palsu melanggar hak cipta apabila direproduksi,
diadaptasi dan didistribusikan dengan tidak ada izin dari pencipta. Menurut Soemantoro
Indriyani lisensi pada tataran yuridis merupakn perjanjian yang terjadi diantara pemberi
dan penerima lisensi. Dalam hal ini pemberi lisensi dengan pembayaran atau keadaan
tertentu memberikan izin terhadap penerima lisensi guna memperoduksi,
mendistribusikan dan mengkomersialisasikan produk atau karya cipta pemberi lisensi.
Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 28 Tahun 2014 “lisensi merupakan izin dalam
bentuk tertulis yang diberikan pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk dapat
menikmati manfaat ekonomi atas ciptaanya dengan memenubhi syarat tertentu.”

Secara general, pelanggaran hak cipta terjadi apabila terdapat suatu
ciptaan dengan substansi sejenis diproduksi secara independen tidak ada izin dari
pencipta. Maksudnya, pelanggaran terjadi apabila tidak ada unsur pembeda yang dapat
dikenali. Substansi yang dimaksud merupakan bagian vital atau krusial sehingga yang
menjadi ukuran adalah kualitatif dan bukan kuantitatif. Merchandise palsu yang secara
istilah berarti tiruan, tidak sah dan dibuat secara tidak jujur secara gamblang telah

memenuhi unsur pokok pelanggaran hak cipta terlebih tidak disertai dengan lisensi.

4. Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pencipta dan
Karya Ciptanya Dalam Penjualan Merchandise Palsu

Dalam perkembangannya, lingkup merchandise dikenal dengan istilah barang
cinderamata. Berkaitan dengan ini, salah satu bentuk tren merchandise yang sedang

berkembang di Indonesia ialah kehadiran Korean Wave yang dibawa melalui penayangan
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drama-drama korea hingga music K-Pop yang saat ini sangat populer di Indonesia.®
Akibat tren tersebut, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengoleksi merchandise
mulai dari kaos, poster, foto hingga pernak-pernik lainnya.

Menariknya, merchandise tersebut tidak jarang dijual dengan harga lumayan tinggi.
Secara general, dari sisi produksi dan perdagangan sebuah merchandise mempunyai
cakupan perlindungan berupa hak cipta, hak merek dan hak desain industri. Sehubungan
dengan ini, harga tinggi atas penjualan merchandise tersebut ditengarai adanya faktor
penunjang bahwa sistem produksi merchandise telah mempunyai hak cipta. Berbasis
pada sistem hukum Indonesia, hal ihwal mengenai hak cipta diakomodir dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 1 angka 1 UU No0.28/2014
disebutkan jika “hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta setelah
ciptaanya diaktualisasikan dan ciptaannya tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”

Melihat kedudukan merchandise memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak jarang
merchandise dijadikan sebagai ruang usaha dalam mencari keuntungan. Tidak hanya itu,
peluang bisnis yang besar dari merchandise ini pada akhirnya mendorong berbagai pihak
untuk terus melakukan terobosan baru salah satunya menjual merchandise ke dalam
platform online yang disebut dengan unofficial merchandise. Saat ini, istilah unofficial
merchandise mengandung arti jika merchandise tersebut tidak resmi dikeluarkan oleh
agensi yang bersangkutan.” Meskipun latarbelakang pembuatan unofficial merchandise

sejalan dengan tindakan kerativitas yang terinspirasi oleh idola K-Pop, namun apabila

® Gumelar, Sandy Agum, Risa Almaida dan Adinda Azmi Laksmiwati. 2021. “Dinamika Psikologis
Fangirl K-Pop”. Jurnal Cognicia, No. 7, Vol. 9, him. 1.

" Karina Widyahari Argyapalastri Ayanto Putri. 2021. “Tinjauan Yuridis Komersialisasi Fanart Idol
K-Pop Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Jurnal Unizar Law Review, No.
2, Vol. 4, him. 152,
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maksud dan tujuan unofficial merchandise untuk urusan komersil, maka hal ini berpotensi
melakukan action of passing off.2 Artinya, adanya unsur meraih keuntungan dengan cara
cepat dan mencederai etika bisnis maupun hukum.

Di sisi lain, peluang bisnis yang menjanjikan dalam produksi dan penjualan
merchandise di atas tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan
tindakan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut ialah
pelanggaran hak cipta yang merupakan tindakan seorang tanpa izin pemilik dengan
sengaja memakai bahkan mengambil secara substansial ciptaannya.® Sederhananya,
Sutedi'® menguraikan jika hak ekonomi mengarahkan pada upaya mendapat manfaat
ekonomi dari suatu hak cipta sementara hak moral adalah hak pribadi yang dimiliki
pencipta.

Pada konteks merchandise, salah satu bentuk pelanggaran hukum tersebut tercermin
dengan adanya tindakan pemalsuan terhadap merchandise hingga penjualan merchandise
secara ilegal.!! Tidak hanya itu saja, kehadiran unofficial merchandise yang dianggap
mempunyai harga lebih terjangkau dengan tampilan lebih unik pada akhirnya juga
menimbulkan pertanyaan mengenai lisensinya. Atas dasar ini, tinjauan mengenai
unofficial merchandise serta persoalan pelanggaran hak cipta menjadi penting terlebih
terhadap hubungannya dengan pencipta dan perlindungan hukum terhadap ciptaanya.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, hak merchandising pada konteks

kekayaan intelektual salah satunya terletak pada unsur di bidang hak cipta. Mengingat

8 Sudargo Gautama dan Winata Rizawanto. 2002. Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001.
Bandung: Citra Aditya Bakti, him. 17.

® Endang Purwaningsih. 2005. Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights. Bogor: Ghalia
Indonesia, him. 6.

10 Adrian Sutedi. 2010. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Sinar Grafika, him. 115.

11 Tim Redaksi CNBC Indonesia. Awas! Jual Kpop Merch Palsu Bisa Kena Sikat Pemerintah
Korsel.https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220315160503-33-322998/awas-jual-kpop-merch-
palsu-bisa-kena-sikat-pemerintah-korsel. Diakses pada 27 April 2023.
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adanya peristiwa pelanggaran terhadap hak cipta dalam cakupan hak merchandising pada
akhirnya diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta merchandise terhadap karya
ciptaanya.

Berdasarkan pemaparan di atas, perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai tindakan
yang dilakukan untuk melindungi setiap orang atas tindakan yang merugikan hak asasi.
Apabila dihubungkan dengan hak cipta, perlindungan hukum dilakukan untuk menjaga
hak ekslusif pencipta dari tindakan pihak lain yang dapat mencederai hak ekonomi dan

hak moral pemegang hak cipta atas ciptaannya tersebut.

Lebih lanjut, perlindungan hukum sendiri terdiri atas perlindungan hukum preventif
yaitu perlindungan yang diberi dengan tujuan menyampaikan sanggahan sebelum
pengajuan keputusan pemerintah'?> Pada pengertian yang lain, perlindungan hukum
preventif lebih mengarahkan pada upaya pencegahan sengketa.’* Di sisi lain,
perlindungan represif dilakukan setelah adanya upaya pelanggaran terhadap suatu hak.*
Perlindungan hukum represif juga dimaknai sebagai perlindungan yang dilakukan untuk
mengatasi sengketa.'® Pada pokoknya perlindungan hukum semata-mata dilakukan untuk
mencegah maupun menangani terjadinya upaya yang berusaha mencederai hak
seseorang. Pada konteks hak cipta, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi

pelanggaran.

Keberadaan perlindungan hukum pada konteks hak kekayaan intelektual mempunyai

esensi sebagai realisasi efektivitas mekanisme alih teknologi dalam menghadapi

12 Philipus M. Hadjon. 2005. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina IImu, him.
13 H.R. Ridwan. 2001. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Ull Press, him. 74-76.

14philipus M. Hadjon, Op.cit, him. 5.
15 H.R. Ridwan. Loc.cit.
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pertumbuhan ekonomi.'® Dalam mengkaji perlindungan hukum atas pelanggaran hak
cipta terhadap pencipta dan karya ciptaannya dalam penjualan merchandise palsu hal ini
dapat ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pertama, hak cipta
sebagai hak ekslusif pencipta pada dasarnya dimiliki oleh pemegang hak cipta. Kedua,
pada hak cipta hal yang dilindungi merupakan ide yang telah direalisasikan ke dalam
benda berwujud dan nyata. Sederhananya, selain mempunyai nilai keaslian (orisinil),
suatu ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk material dan bukan berupa ide/pikiran atau
gagasan. Hak cipta juga pada dasarnya diakui oleh hukum (legal right).!” Ketiga,
perlindungan hak cipta terhadap pencipta terlihat ada ketentuan hak moral dan hak
ekonomi. Keempat, selain memperhatikan, hak eksklusif, prinsip deklarasi dan adannya
hak moral serta hak ekonomi, adanya fenomena unofficial merchandise dapat dilakukan
dengan perjanjian lisensi hingga melakukan gugatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, “lisensi merupakan izin dalam bentuk tertulis
yang diberikan pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk dapat menikmati manfaat

ekonomi atas ciptaanya dengan memenuhi syarat tertentu.”

Secara spesifik, terhadap pencipta yang menderita kerugian finansial berhak
mendapatkan kompensasi. Tidak hanya itu, pencipta juga dapat mengajukan gugatan
terhadap pelanggaran dialaminya. Cakupan kompensasi itu bisa dalam bentuk penyerahan
sebagian data hasil yang didapatkan. Perlu diperhatikan jika, lembaga yang mempunyai
wewenang atas sengketa ini yaitu Pengadilan Niaga. Pengajuan gugatan berdasarkan

pemaparan di atas merupakan bentuk gugatan perdata dalam pelanggaran hak cipta.

16 OK Sadikin. 1995. Aspek Hukum Hak, Kekayaan Intelektual. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, him. 10.
17 Ashibly. Op.cit, him. 39-40.
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Adapun tuntutan pidana dalam pelanggaran hak cipta yang pada dasarnya diatur dalam
Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada intinya, Pasal a quo menyatakan
jika, meskipun telah ada gugatan keperdataan, namun tidak mengurangi pemegang hak
cipta untuk menuntut secara pidana. Lebih lanjut, tindak pidana dalam hal ini adalah delik
aduan (klacht delict). Konsekuensi adanya delik aduan ini ialah tuntutan pidana
dilaksanakan berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan.!® Kelima, upaya perlindungan
hukum terhadap pencipta merchandise juga dapat dilakukan dengan mengatur secara
komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak merchandising. Pemikiran ini
menjadi urgen dengan menilik kebijakan negara lain yang cenderung lebih peka akan hal

ini. Contoh negara tersebut ialah Australia dan Jepang.*®

5. Penutup
Kesimpulan

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

dan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi kepada
Pendakwa Kerja Sama (Justice Collaborator) sama-sama memuat perlindungan
hukum dan pengaturan hak saksi terdakwa.
Secara umum, upaya menemukan kasus pembunuhan berencana sangat
bergantung pada keterangan saksi. Undang-undang yang saat ini digunakan untuk
menjamin keamanan saksi terhadap penuduh adalah Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan v. Namun saksi pelaku ini sering
mendapat ancaman atau serangan dari pihak lain, sehingga saksi terdakwa
menolak untuk mengungkapkan. kebenaran dalam suatu kasus.

b. Perlindungan hukum saksi pelaku tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan
keterangan karena menurut Pasal 32A ayat (2), jika suatu tindak pidana yang
dilaporkan atau diungkapkan oleh saksi pelaku di persidangan tidak terbukti, tidak
berarti bahwa saksi tersebut perlindungan hukum berakhir. Bahkan, jika diketahui
kesaksian itu,

18 Yusrani Isnaini. 2019. Mengenal Hak Cipta: Mellaui Tanya Jawab dan Contoh Kasus. Cilacap:
Pradipta Pustaka Media, him. 25.

19 Muhammad Djumhana. 2010. “Perlindungan Hukum Hak Merchandising Dalam Menunjang
Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia Dihubungkan denagan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta”. Jurnal Syariah Hukum, No. 3, Vol. 12, him. 271.
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Saran

a. Suatu undang-undang atau peraturan khusus, atau ketentuan pasal dalam undang-
undang tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, yang tertuang dalam
beberapa peraturan, diharapkan dapat dikembangkan di masa mendatang untuk
memberikan perlindungan dan hak-hak saksi yang bekerja sama. (kolaborator
keadilan) dalam tindak pidana pembunuhan. Peraturan hukum bertujuan untuk
membantu proses penyidikan dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam
kasus tersebut.

b. Walaupun banyak ancaman dan intimidasi dari seseorang atau kelompok yang
merasa dirugikan atas informasi yang diberikan, diharapkan saksi saksi (justice
collaborator) dapat memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan dengan itikad
baik tentang suatu tindak pidana untuk membantu atau bekerjasama. dengan
penegakan hukum. Dengan memberikan keterangan yang benar dan itikad baik,
saksi yang dituduhkan akan diberikan haknya serta perlindungan hukum.
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